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. PENDAHULUAN

Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 November 2023, pukul 12.49 WIB, Mahkamah
Konstitusi telah memutus dalam Sidang Pengucapan Putusan Pengujian Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun
2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut UU 22/2009)
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) dalam Perkara Nomor 114/PUU-
XXI/2023. Dalam Sidang Pengucapan Putusan Perkara Nomor 114/PUU-
XX1/2023, perwakilan DPR RI dihadiri secara virtual oleh Kepala Pusat
Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dan jajarannya di lingkungan Pusat
Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal
DPR RI.

. PEMOHON

Bahwa permohonan pengujian KUHP dan UU 22/2009 dalam perkara Nomor
114/PUU-XXI/2023, diajukan oleh Leonardo Olefins Hamonangan, S.H.
(karyawan swasta), untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

. PASAL/AYAT DALAM KUHP DAN UU 22/2009 YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN

Bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian terhadap Pasal
531 KUHP dan Pasal 312 UU 22 /2009 yang berketentuan sebagai berikut:



Pasal 531 KUHP
Barang siapa ketika menyaksikan bahwa ada orang yang sedang
menghadapi maut tidak memberi pertolongan yang dapat diberikan
padanya tanpa selayaknya menimbulkan bahaya bagi dirinya atau orang
lain, diancam, jika kemudian orang itu meninggal, dengan pidana kurungan
paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima
ratus rupiah.

Pasal 312 UU 22/2009

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang terlibat
Kecelakaan Lalu Lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan
kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan
Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia
terdekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf b,
dan huruf c tanpa alasan yang patut dipidana dengan pidana penjara paling
lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh
lima juta rupiah).

. BATU U]JI

Bahwa Pasal a quo dianggap Pemohon bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1)
UUD NRI Tahun 1945 karena dinilai telah merugikan dan melanggar hak
dan/atau kewenangan Kkonstitusional Pemohon.

. PERTIMBANGAN HUKUM

Bahwa terhadap pengujian Pasal 531 KUHP dan Pasal 312 UU 22/2009 dalam
permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum
sebagai berikut:

[3.10] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan frasa “sedang pertolongan itu
dapat diberikannya atau diadakannya dengan tidak ada menguatirkan, bahwa ia
sendiri atau orang lain akan kena bahaya” dalam norma Pasal 531 KUHP dan
frasa "tanpa alasan” dalam norma Pasal 312 UU 22/2009 bertentangan dengan
Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Berkenan dengan dalil Pemohon a quo, Mahkamah
mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.10.1] Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan, yakni frasa “sedang
pertolongan itu dapat diberikannya atau diadakannya dengan tidak ada
menguatirkan, bahwa ia sendiri atau orang lain akan kena bahaya” dalam norma
Pasal 531 KUHP, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa frasa yang dikutip
Pemohon tersebut tidak sama persis dengan bunyi dalam norma Pasal 531 KUHP
yang dilampirkan dalam bukti permohonan, yakni bukti P-3, yang frasanya
berbunyi, “tidak memberi pertolongan yang dapat diberikan padanya tanpa
selayaknya menimbulkan bahaya bagi dirinya atau orang lain”. Sedangkan, dalam
permohonannya pada halaman 5, 6, 8,9, 10, 13, 14, dan 15, Pemohon menuliskan
frasa “sedang pertolongan itu dapat diberikannya atau diadakannya dengan tidak
ada menguatirkan, bahwa ia sendiri atau orang lain akan kena bahaya”. Terhadap
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fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah, Pemohon tidak teliti mengutip frasa
dalam norma Pasal 531 KUHP yang dimohonkan pengujian, sehingga
menimbulkan ketidakpastian frasa manakah yang dianggap bertentangan dengan
UUD 1945.

Namun demikian, Mahkamah dapat memahami yang dimaksudkan oleh Pemohon
adalah frasa “tidak memberi pertolongan yang dapat diberikan padanya tanpa
selayaknya menimbulkan bahaya bagi dirinya atau orang lain” dalam norma
Pasal 531 KUHP. [3.10.2] Bahwa menurut Mahkamah, apabila frasa "tidak
memberi pertolongan yang dapat diberikan padanya tanpa selayaknya
menimbulkan bahaya bagi dirinya atau orang lain" dalam norma Pasal 531 KUHP,
dihapuskan, maka pasal tersebut menjadi berbunyi "Barang siapa ketika
menyaksikan bahwa ada orang yang sedang menghadapi maut, diancam, jika
kemudian orang itu meninggal, dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan
atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”, maka norma
Pasal 531 KUHP tersebut justru akan mengalami perubahan makna. Hal ini
berarti siapapun yang menyaksikan ada orang yang sedang menghadapi maut
maka diancam pidana, bahkan jika orang yang menghadapi maut tersebut
meninggal, maka siapapun yang menyaksikan meninggalnya orang tersebut
dikenakan pidana denda atau kurungan; [3.10.3] Bahwa menurut Mahkamah,
norma Pasal 531 KUHP tersebut justru memberikan makna bahwa siapapun yang
melihat seseorang sedang menghadapi bahaya maut, maka orang yang melihat
kejadian yang berbahaya akan menjurus ke arah orang yang terancam bahaya
maut tersebut seharusnya memberikan pertolongan kepada orang dimaksud,
namun dengan memastikan bahwa dirinya atau orang lain tidak menimbulkan
bahaya dan tetap aman bagi dirinya dalam memberikan pertolongan. Artinya,
keharusan memberi "pertolongan” dalam norma Pasal 531 KUHP merupakan
makna yang esensial dan mendasar menurut kemanusiaan yang beradab,
sehingga urgensi memberikan pertolongan dalam norma Pasal 531 KUHP
merupakan suatu conditio sine qua non. Dalam kaitannya dengan "Good
Samaritan Law", meskipun Indonesia tidak menganut “Good Samaritan Law”
seperti di negara-negara yang diteliti oleh Pemohon dalam permohonannya,
menurut Mahkamah esensi “pertolongan” dalam norma Pasal 531 KUHP memiliki
intensi dan motif yang sama dengan "Good Samaritan Law", yaitu sama-sama
menempatkan seseorang yang dalam/sedang menghadapi bahaya maut, yang
menurut penalaran wajar, membutuhkan pertolongan. Artinya, norma Pasal 531
KUHP dan "Good Samaritan Law" sejatinya beranjak pada prinsip yang sama,
yaitu adanya kepedulian pada keselamatan hidup manusia (le soin a la sécurité
de la vie humaine), meskipun dapat dipahami terdapat perbedaan konseptual
antara "Good Samaritan Law" dan rumusan norma Pasal 531 KUHP, baik dari
aspek dorongan/hasrat untuk menolong dan implikasinya bagi penolong. Pada
konsep "Good Samaritan Law", faktor dorongan/hasrat untuk menolong terletak
pada diri orang yang menyaksikan atau dapat dikatakan bersifat volunter dan
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tidak ada ancaman sanksi jika tidak memberikan pertolongan karena semata-
mata berangkat dari dasar sukarela. Sementara, pada norma Pasal 531 KUHP,
tidak hanya atas dasar sukarela, namun lebih karena dorongan yang dilatari oleh
adanya kewajiban hukum dan tampak lebih bersifat imperatif. Sehingga, sikap
“abai” terhadap keharusan memberikan pertolongan Kketika seseorang
menyaksikan bahwa ada orang yang sedang membutuhkan pertolongan karena
menghadapi maut, namun orang yang menyaksikan kejadian tersebut tidak
memberi pertolongan maka dapat dikenakan ancaman sanksi pidana. Konstruksi
hukum demikian, menunjukkan bahwa ketentuan dalam norma Pasal 531 KUHP
terlihat lebih impresif daripada "Good Samaritan Law" dalam memaknai arti
pertolongan bagi seseorang yang sedang membutuhkan pertolongan karena
menghadapi bahaya maut atau ancaman fisik yang dapat mematikan. Sehingga,
adanya ancaman sanksi pidana dan sifat imperatif dari pertolongan yang
diberikan sebagaimana dimaksud dalam norma Pasal 531 KUHP merupakan
wujud dari prinsip "beneficience dan nonmaleficence”" yakni mendahulukan
untuk mengatasi bahaya di satu sisi dan di sisi lain tidak melakukan perbuatan
yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Ihwal ini juga sejalan dengan prinsip
"primum non-nocere” (firstt do no harm), yang dalam pemaknaan ini
mengutamakan pertolongan dan tidak boleh menyakiti/merugikan orang lain.
Dengan demikian, keharusan pertolongan sebagaimana dimaksud dalam frasa
norma Pasal 531 KUHP yang dimohonkan pengujiannya perlu dipertahankan
eksistensinya agar masyarakat memiliki tanggung jawab sosial dan kemanusiaan
(human and social responsibility) untuk menolong orang yang sedang
menghadapi bahaya maut, terancam jiwanya dan/atau orang yang mengalami
kecelakaan dalam lalu lintas. Pengutamaan demikian sejalan dengan prinsip sila
kedua Pancasila, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. [3.10.4] Bahwa
selanjutnya berkenaan dengan dalil permohonan, yakni frasa “tanpa alasan”
dalam norma Pasal 312 UU 22/2009, menurut Mahkamah, jika frasa tersebut
dinegasikan justru mewajibkan setiap orang yang mengemudikan kendaraan
bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas wajib memberikan pertolongan
kepada korban kecelakaan, karena jika frasa “tanpa alasan” tersebut dihilangkan
sebagaimana yang dikehendaki Pemohon, maka norma Pasal 312 UU 22/2009
menjadi berbunyi “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang
terlibat Kecelakaan Lalu Lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan
kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan
Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat
sebagaimana dimaksud dalam norma Pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf b, dan
huruf ¢ yang patut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun
atau denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
Artinya, setiap orang yang tidak menghentikan kendarannya, tidak memberikan
pertolongan, atau tidak melaporkan adanya kecelakaan lalu lintas kepada
kepolisian terdekat namun terlibat kecelakaan lalu lintas, patut dipidana tanpa
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perlu mengetahui alasannya mengapa orang tersebut tidak memberikan
pertolongan atau tidak melaporkan terkait kejadian dimaksud pada kepolisian
terdekat. Menurut Mahkamah, frasa "tanpa alasan" dalam konteks norma a quo
memiliki implikasi yuridis yang serius, sebab akan dapat diketahui motif
seseorang mengapa tidak memberikan pertolongan atau tidak melaporkan
kecelakaan lalu lintas yang dialaminya, atau tidak menghentikan kendaraannya
padahal yang bersangkutan terlibat kecelakaan lalu lintas merupakan elemen
penting untuk diketahui oleh aparat kepolisian dalam rangka penegakan hukum
lalu lintas khususnya dan hukum pidana pada umumnya. Oleh karena itu, frasa
“tanpa alasan” tampak jelas merupakan bagian dari esensi norma Pasal 312 UU
22/2009, karena setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor
dan/atau setiap orang yang melihat terjadinya kecelakaan sudah sepatutnya
menolong korban kecelakaan dan tidak boleh mengabaikan korban kecelakaan
tanpa alasan yang patut/sah menurut hukum. Oleh karena itu, menurut
Mahkamah, tidak ada persoalan konstitusionalitas terhadap frasa "tanpa alasan"
dalam konteks keberadaan norma a quo. Justru jika mengabaikan atau
menghilangkan frasa "tanpa alasan” akan memutus hubungan antara perbuatan
pidana dengan ancaman pidananya. Dengan demikian, keberadaan frasa “tanpa
alasan” merupakan unsur penting dalam memahami keutuhan bangunan norma
a quo dan tidak terdapat persoalan inkonstitusionalitas dalam norma Pasal 312
UU 22/2009 dimaksud.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di
atas, frasa "tidak memberi pertolongan yang dapat diberikan padanya tanpa
selayaknya menimbulkan bahaya bagi dirinya atau orang lain" dalam norma
Pasal 531 KUHP dan frasa “tanpa alasan” dalam norma Pasal 312 UU 22/2009
telah ternyata tidak melanggar jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang
adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam
Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon adalah tidak
beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;

[3.12] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih
lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

. AMAR PUTUSAN

Menolak permohonan untuk seluruhnya.

. PENUTUP

Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan yang bersifat final dan
mengikat (tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh) serta langsung
memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno
terbuka untuk umum dan bersifat erga omnes (berlaku bagi setiap orang) yang
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wajib dipatuhi dan langsung dilaksanakan (self executing) oleh seluruh organ
penyelenggara negara, organ penegak hukum, dan warga Negara. Oleh karena itu,
Putusan MK dalam Perkara Nomor 114/PUU-XXI/2023 yang menyatakan
menolak permohonan untuk seluruhnya terhadap pengujian materiil KUHP dan
UU 22/2009 mengandung arti bahwa ketentuan a quo tidak bertentangan dengan
UUD NRI Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.
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